BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perwalian
a. Pengertian perwalian
Dalam membicarakan masalah perwalian, ada dua pgemggang perlu
dikemukakan, yaitu secara bahasa (etimologi) darwgen secara istilah
(terminologi)
1. Secara etimologi
Perwalian dalam literatur figih Islam disebut allaymh ( al
wilayah ) seperti kata ad-dilaldtSecara etimologis dia memiliki beberapa
arti, diantaranya adalah cingal-mahabbah,)pertolongar( an-nashrah )
dan berarti juga kekuasaan/ otoritas-§ulthah wal qudrahyeperti
dalam ungkapaml wali (1) yakni orang yang mempunyai kekuasaan.
Hakikat darial-walayah (al-wilayahpadalah tawalliy al-amr”( mengurus/
menguasai sesuatu).
2. Secara terminologi
Adapun pengertian perwalian istilah (terminologiarg pakar
fugaha (pakar hukum Islam) seperti diformulasikaahlah al zuhaily
ialah kekuasaan/ otoritas (yang dimiliki) seseorangyk secara langsung
melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus hargg (terikat) atas

seizin orang lain. Orang yang mengurusi/ menguasauatu (akad/

! Muhammad Amin Sumajukum Keluarga Islam di Dunia Islamlakarta : PT. Raja
Grafindo Persada, 2005, him. 134.
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transaksi). Kata al-waliyy muannatsnya al-waliyyahs) dan jamaknya
al-awliya ¢WsY)), berasal dari kata wala-yali-walyan-wa-walayafag s
LY, W - L), secara harfiah berarti yang mencintai, temaraedahabat,
yang menolong, sekutu, pengikut, pengasuh dan oyang mengurus
perkara ( urusan) seseorang.

Sedangkan menurut KHI perwalian adalah kewenangamg y
diberikan kepada seseorang untuk melakukan seg@mhuatan hukum
sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama amalg tidak
mempunyai kedua orang tua yang masih hidup, tigkam melakukan
perbuatan hukum.

Sebagian ulama, terutama dari kalangan hanafiaimbagakan
perwalian pada urusan khusus ke dalam tiga kelomyzotu:

a). Perwalian terhadap jiweal-walayah ‘alan-nafs)
b). Perwalian terhadap haf-walayah ‘alal-mal)
c). Perwalian terhadap jiwa dan harta sekal{gitsvalayah ‘alan-nafs)

Perwalian yang di bicarakan di sini adalah permatialam nikah,
yang tergolong ke dalamil-walayah ‘alan-nafgperwalian terhadap jiwa)
yaitu perwalian yang bertalian dengan pengawdgsisyraf) terhadap
urusan yang berhubungan dengan masalah-masalalardeelwseperti
perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak, ktsehdan aktivitas
anak (keluarga) yang hak kepengawasannya padanglas@erada di

tangan ayah, atau kakek, dan para wali yang lain.
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b. Dasar Hukum Wali Nikah

Allah swt telah mensyari’atkan wali nikah sebagaorang yang berhak

mengakadkan.
1) Al-Quran

HI+QEC 40 00 OII2>2UDdH > YD o[X]eo
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Artinya:"Maka janganlah kamupara wali) menghalangi mereka kawin
lagi dengan bakal suaminy&.{QS.Al-Bagarah: 23p

S0 #BR0 #xv @ NOEHECOM W I BHUECQECD = e+
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Artinya:"Janganlah kamu menikahkan orang-orang nriksy(dengan
wanita-wanita mu’mih sebelum mereka beriman."(QS. Al-

Bagarah: 22}

2) As-sunah
Hadits Aisyah

sa (Gl e s l oo Ape Gp Gl Wi | e ol ol UWids
a3l el Ll 18 o, all J )y G Rile e 3500 0o, 50 0
el Ll Ly Jan o (s gl JLaby LealSi Jlaly LealSia Wiy (31

A s Y Ge s QUL |5 jaial (8 Lea i (g Jaiad Ly

Artinya: Dari Ibnu Umar, Sufyan bin Uyainah, darbriu Jarih,dari
Sulaiman bin Musa, dari Zuhri, dari Urwah, dari Axah:
sesungguhnya Saw telah bersabda: “perempuan majaajika
menikah dengan tidak seizin walinya, maka nikahgial. Dan
jika (laki-laki yang menikahinya) mencampurinya, kaawajib
baginya membayar mahar untuk kehormatan yang tetah
peroleh dari kemaluannya. Jika mereka (para wa&jtengkar,

2 Yayasan Penyelenggara Penterjemah /pentafsir Aa@uOp. Cit him.37
® Ibid, him. 35
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maka hakim itu adalah wali bagi orang yang tidaknmpeinyai
wali.” ( HR At Turmudzi)*

E\ﬂ\c}jﬁ;)ﬁ\ﬂ\ﬁ\ﬁ\c}jy .ewﬁ‘d}w)du :JE3 L?_]\Qr-}
s 338 3 o 23 3 s

Artinya: Dan dari Abu hurairah, ia berkata: Rasulh saw. bersabda,
“hendaklah perempuan tidak menikahkan perempuan dan
hendaklah perempuan tidak menikahkan dirinya senkiarena
perempuan pezina itu ialah yang menikahkan dirinya
sendiri.”(HR Ibnu majah dan Daruquthri).

Pada dasarnya pernikahan itu mengandung maksudithakalia yang
mungkin tidak tercapai pada setiap pria dan merkanlupengalaman tentang
sikap kaum lelaki, siapa di antara mereka yanggsamiengarungi hidup berumah
tangga dan siapa yang tidak. Perempuan tidak mendgigenal sikap kaum lelaki
karena kurangnya pengalaman, cepat setuju menileigad lelaki yang
sebenarnya tidak pantas untuk menikahinya. Demi ak&hatan, urusan
pernikahan itu ditangani oleh kaum pria, karena ekaah yang lebih
berpengalaman daripada kaum perempuan, sebab mbeask@k mengarungi
urusan kehidupan dunia.

B. Syarat-syarat Wali Nikah

Adapun persyaratan untuk menjadi wali atas sesgoraalam
pernikahannya, ialah:

1. Kamal al ahliyah (orang-orang yang benar-benardledias perwalian),

yaitu dewasa, berakal, dan merdeka.

4 Muhammad bin Isa bin SuroBunan at Thurmudzilid 111, Beirut: Dar al Fikr, him.
408

5Syaukani Nail al-Authar Syarah Munataga al-Akhbduyz V, Mesir:Mustafa al-Babi al-
Halaby wa Auladah, tt,him.2158
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2. Islam, orang yang tidak beragama Islam tidak safjadewali nikah

3. Harus laki-laki (menurut 4 madzhab kecuali hanafi)

4. Adil, artinya wali itu teguh pendiriannyastigomal) dalam menjalankan
kewajiban agama, menghindari diri dari berbuat dbssar (seperti
berzina dan meminum khamr) dan tidak terus meneegttsuat dosa kecil.

5. Al rusydu, artinya cerdas (menurut Ulama Madzha#fi$ylan Hambali),
maksudnya cermat dalam mempertimbangkan jodoh avarihg akan
dikawinkannya, sehingga calon suami yang dipilin sepadan dengan
wanita tersebut, menurut ulama Madzhab syafi'i asndu tidak bersikap
mubadzir dalam harta. menurut Madzhab Hanafi dalikimleecerdasan
dalam arti tidak bersikap mubadzir terhadap hadaktmenjadi syarat

bagi wali nikah. Jadi orang bodoh pun boleh menjaadi nikah.

C. Macam-macam Perwalian

Perwalian dalam nikah adalah kekuatan untuk melangi@an akad nikah
yang terlaksana tanpa tergantung pada izin sesgoRerwalian ini ada dua
macant, yaitu:

a). Perwalian ter batas dalam akad nikah

Perwalian terbatas adalah kekuatan seseorang umarkkahi dirinya
sendiri tanpa tergantung pada izin seseorang. fageda bersepakat bahwa hal
itu berlaku bagi seorang laki-laki dewasa yang karaApabila ia menikahkan

dirinya kepada yang ia kehendaki maka nikahnyadsahorang lain tidak berhak

® Abdul Majid Mahmud MathlubPanduan Hukum Keluarga SakinaByrakarta: Era
Intermedia, 2005, him. 177
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menolak, baik ia menikah dengan mas kawiatsal atau lebih dari itu. Baik
menikah dengan orang yang setara dengannya atédpkn

Mayoritas ulama berpendapat bahwa seorang peremgeaasa tidak
dibenarkan mengawinkan dirinya sendiri ataupun giam, tetapi harus melalui
seorang laki-laki yang bertindak sebagai walinyaldMpun demikian ada juga di
antara mereka yang membolehkannya. Para fugahalib#rsgpendapat tentang
pembuktian perwaliannya, menjadi tiga pendapatyyai

1. Madzhab Maliki, Syafi'i, Hambali, dan beberapa daia
Mereka berpendapat bahwa seorang perempuan (terugamg

memiliki kecantikan dan berasal dari keluarga tedasag, menurut Imam

malik) itu tidak berhak menikahkan dirinya senditaupun menikahkan

orang lain, tapi yang menikahkannya adalah walird@ngan demikian,

pernikahan tidak dapat berlangsung dengan tinda&tau ucapan

perempuan itu sendiri. Sebab, perwalian merupakanat yang harus

terpenuhi demi keabsahan akad nikah. Dasar meyaita;

a. Firman Allah (QS. Al-Nur ayat 32 dan Al-Baqafat 221)

kedua ayat tersebut menunjukkan tentang pernikképada kaum

laki-laki tidak langsung kepada kaum perempuan yaegdak menikah,

seolah-olah Allah hendak berkata kepada merekagéjalah kalian wahai

para wali, menikahkan perempuan-perempuan yangdéeda bawah

kalian, kepada kaum musyrik.”

7 Ibid, him, 178
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b. Riwayat Al Bukhar?®

Bahwa Ma’qil bin Yasar berkata, “Aku pernah mengain adik
perempuanku dengan seorang laki-laki yang tidak alakemudian
menceraikannya. Lalu ketika telah lewat méas@ahnya laki-laki itu
datang lagi untuk meminangnya kembali. Maka kukatakepadanya,
‘Aku telah mengawinkanmu dan memuliakanmu, namunmika
menceraikan istrimu itu. Dan kini kamu datang lagiuk meminangnya!?
Tidak! Demi Allah, kamu takkan menikahnya kembali{Laki-laki itu
sebetulnya cukup memadai, sementara si mantan nesih ingin ia
kembali lagi kepadanya) maka Allah Swt mewahyukepeakia Nabi Swt,”
Janganlah kamypara wali),menghalangi merekgakni para perempuan
yang pernah diceraikanyintuk kawin lagi...{QS Al-Bagarah: 232).
Mendengar itu, Ma'qil segera berkata, “Sekarang alakan
mengawinkannya, ya Rasulullah!”. Berkaitan dengamayat ini, lbn
Hajar memberikan komentarnya bahwa sebab turunysftarda merupakan
dalil paling jelas tentang kewajiban adanya wallada perkawinan.
Seandainya tidak demikian, penolakan Ma’'qil tersdlilak ada artinya.
Dan sekiranya si perempuan dibenarkan mengawinkamyal sendiri,
niscaya ia tak memerlukan saudaranya itu!”

c. Hadits Nab?

12

® sayid SabigFigh As-Sunnahjuz IIl, Kairo: Dar al-fath lil I'lam al-‘Araby, 204, him.

? Ibid, him. 13
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Aisyah r.a merawikan bahwa Rasulullah Saw. Pernaisabda,
“Siapa saja perempuan yang menikah tanpa izin walimaka nikahnya
itu batal, nikahnya itu batal, nikahnya itu bata(HR Ahmad, Abu Daud,
Ibn Majah dan Tirmidzi seraya mengometarinya sebagalis hasan
Sedangkan al-Qurthubi berkata, “Hadisgahih”)

d. Pendapat para ulama

Bahwa perkawinan memiliki berbagai macam tujuanakein.
Sedangkan (kebanyakan) perempuan sering kali h&umduk kepada
perasaan (atau emosi) hatinya, sehingga kurang mamgmilih yang
terbaik secara rasional. Sebagai akibatnya, ia &emlangan banyak
diantara tujuan-tujuan yang baik ini. Karena itulahperlu dicegah dari
melakukan sendiri akad nikahnya, dan harus menkaratpersoalan
pernikahannya itu kepada walinya, agar lebih bangakfaat yang dapat
diraih secara keseluruhan. Menurut Tirmidzi, peagen hadis Nabi
tersebut dalam pernikahan, merupakan hal yang aks¢ipoleh para ahli
ilmu diantara para sahabat Nabi, seperti Umar Hiattab, Ali bin Abi
thalib, Abdullah bin Abbas, Ibn Umar, Ibn Mas'udndaisyah. Dan di
antara para tabiin Said bin Musayyab, Hasan Al-Ba&hNakhai dan
lain-lain. Demikian pula para fugaha seperti Syakhmad, Sufyan Ats-
Tsauri, Ibn Hazm, Ath-Thabari, dan lain-lain.

. Madzhab Abu Hanifah, Zafar, dan Abu Yusuf (sahatst murid Abu

Hanifah)°

1% Abdul Majid Mahmud Mathlub op. cit him. 179
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Mereka berpendapat bahwa seorang perempuan yaag batigh
(dewasa), berakal sehat, dan mampu menguasai kefidaya (yakni
yang selalu bertindak rasional dan tidak mudahatggboleh emosinya)
boleh saja melangsungkan akad nikah bagi diringdigesebagaimana ia
boleh melakukan berbagai kegiatan seperti akadljah) ijarah (sewa-
menyewa)fahn (gadai) dan sebagainya, yang memang tidak ada y&@dan
dengan akad nikall, baik ia seorang gadis (perawan) ataupun janda.
Meskipun yang tetap lebih baik dan sangat dianjurkaginya adalah
mewakilkan hal itu kepada seorang laki-laki di amtpara walinya atau
kerabat terdekatnya, demi tetap terjaga kehormgéadan harga dirinya,
terutama di hadapan sejumlah laki-laki asing yangnghadiri akad
nikahnya itu. Mereka menamakannya dengdayah istihbab(wali yang
dianjurkan). Tidak ada yang menentangnya apabifey suami setara
(kufu’) dan mas kawinnya adalah mas kawin matsalepuan itu boleh
mewakilkannya kepada selain walinya, sebagaimangugm boleh
menikahkan orang lain.

Berkenaan dengan pendapat tersebut (tentang digaklukannya
wali dalam pernikahan), Abu Hanifah dan para pemgiga berpegang
pada dalil-dalil sebagai berikut:

a. Firman Allah

7S5 BOQ KT W I RO QO #HC X OO SO
OIMD>LUDH O YD oXeo OIICVoRERIY O] M ME ST o
Ol < VAN ©eOvmOll BRI +GECGHO QO

1 Syaikh Hasan Ayyubpp. cit him. 78
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“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habieasa iddahnya,
Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi merddeavin lagi
dengan bakal suaminya”.(QS.Al-Bagarah: 232)

Menurut mereka, ayat diatas dengan jelas menisbaladivitas
pernikahan kepada si perempuan. Sehingga dapatpdiian bahwa
dialah pelaku pernikahan tersebut secara hakiki.

b. Dalam kenyataannya, Islam membenarkan perempuatindzsde
sendiri dalam melaksanakan akad jual beli serta-akad yang lain.
Maka sudah tentu ia lebih berhak lagi atas dirisgadiri, dengan
melangsungkan akad pernikahannya, sama sepertin dakad-akad
yang lain. Hanya agama masih memberikan hak pemabakepada
para wali, dalam keadaan tertentu, yaitu apabilapsiempuan
bertindak gegabah, dengan melangsungkan pernikdbagan laki-
laki yang tidak sekufu’, ia dapat dianggap telahnooeengkan aib
pada anggota keluarga besarnya sendiri.

3. Abu Tsaur dan syafi'i

Berpendapat bahwa akad nikah harus atas kerelsampean dan
walinya, baik ia gadis atau janda. Karena, perrakaitu mengikat antara
kedua keluarga dengan ikatan kasih sayang danmieimanggota baru
kepada keluarga sang istri. Mereka akan berintedeksgan orang-orang
itu dan mengetahui segala rahasia keluarga. Akpdreni tidak dapat

mengabaikan peran wali ataupun bertentangan dekggginan sang

2 yayasan Penyelenggara Penterjemah /pentafsir A@uip. cit him. 56
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perempuan. Karena, dengan cara seperti itulah lgaiourumah tangga
akan menjadi teratur.
b). Perwalian yang tidak ter batas dalam pernikahan
Perwalian yang tidak terbatas adalah seseorang lyangk menikahkan
orang lain secara paksa. Perwalian seperti inindétk@n juga dengan perwalian
paksa Wilayah ijbarn. Ada jenis lain perwalian ini yang disebut oletad&hab
Hanafi sebagai perwalian sunah, yaitu perwaliaha@ap perempuan dewasa
yang berakal, perawan, atau janda. Menurut mergdeempuan berhak
mewalikan dirinya sendiri untuk menikah. Tapi, dimkan akad tersebut
diwakilkan kepada walinya. Para fugaha lain menangberwalian ini dengan
sebutan perwalian bersamail@yah syirkaf, karena, apabila si perempuan janda,
ia turut serta dengan walinya untuk memilih sudtemudian sang walilah yang
berhak melangsungkan akad nikah, karena menuruékaganda tidak boleh
melangsungkan akad nikah sendiri.
Penyebab perwalian tidak terbatas, yaitu:
a. Hubungan kekerabatan
Baik kerabat dekat (ayah, kakek, anak laki-laki)Jupun kerabat jauh
(anak laki-laki paman [saudara ayah dan saudatp ibu
b. Hubungan kepemilikan (seperti hamba sahaya dengemya)
c. Hubungan yang ditimbulkan karena memerdekakan bu8aseorang
mempunyai hubungan secara syara’ dengan hamba asalaag telah

dimerdekakannya, jadi menurut ulama figh orangeteus dapat mewarisi

* Abdul Aziz Dahlanop. cit him. 1337



26

harta hamba sahaya yang dimerdekakannya dan berbalaksa hamba
sahaya itu menikah dengan seorang wanita.

d. Hubungan mawali, yaitu hubungan yang disebabkajamemn antara dua
orang sahabat yang bukan kerabat yang mengikatkanntuk saling
membantt’

e. Hubungan antara penguasa dan warga negara, sé&pedla negara,
wakilnya atau hakim
Dengan mengkaji dan mempertimbangkan lebih jauiail Al-Quran

dan As-Sunnah mengenai hal di atas, dapat disimpulkahwa perkawinan
bukanlah menjadi hak dan kepentingan perempuanrsesathingga ia dibenarkan
bertindak semaunya. Sebab, perkawinan adalah ikg@my bukan saja
mempersatukan antara seorang perempuan dan seladadgki, tetapi juga
mempersatukan antara dua keluarga, dan mempessssihabatan di antara para
anggota kedua-duanya. Maka sungguh tidak wajarilappdra anggota keluarga
yang lain termasuk para wali tidak diikutsertakardaam perikatan seperti ini,
atau lebih tidak wajar lagi apabila hal itu berlsungg tanpa musyawarah sama

sekali dan tanpa kerelaan mereka.

Sebaliknya, perkawinan bukan hak para wali saj@ptetentu hak si
perempuan juga, bahkan haknya dalam hal ini jaoih leuat. Karena dialah yang
akan menjalani hidupnya bersama suaminya, dan r@ngasuka duka

bersamanya. Maka bagaimana mungkin pendapatnyandaia ini dapat

¥ Abdul Majid Mahmud Mathlubpp. cit him. 184
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diabaikan begitu saja, lalu ia dipaksa menjalaciupnya diluar kerelaannya,
seolah-olah ia bukan manusia yang berpikiran dapelbesaan®
. Orang-orang yang Har us M endapatkan Perwalian
Menurut ulama fikih orang-orang yang harus beradaad/ah perwalian,
yaitu:®
1. anak kecil
2. Orang gila atau dungu
3. orang bodoh
Kemudian menurut ibnu Rusyd, yaitu:
1. anak kecll
2. orang bodohgs-safil)
3. budak @&l abd
4. muflis (orang yang pailit karena boros)
5. orang yang sakit
6. istri
Sedangkan madzhab Hambali mengemukakan orang yang berada di
bawah pengampuan/ perwalian adatalfis, orang sakit, anak-anak, orang gila

danorang bodoh

5 Muhammad Bagir Al-HabsyiFigih Praktis Menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan
Pendapat Para Ulam@andung: Mizan Media Utama, 2002, him. 64.

16 Ahmad Kamil, dkk,Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indanes
Jakarta: Raja Wali Pers, 2010, him. 184
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E. Pengertian Al-L aqith

Menurut bahasa, al lagith disebut juga “al-manbyaity seorang anak

yang ditinggalkan orang tuanya di jalHnSedang secara terminologi terdapat

beberapa rumusan, diantaranya:

a.

Menurut ulama madzhab syafi'iyahl-Lagith adalah seorang anak yang
dalam keadaan hidup dibuang oleh keluarganya kaedad kemiskinan
atau menghindari tuduhan.

Menurut Imam Nawawial-Lagith adalah anak-anak kecil (belum baligh
berakal) yang disia-siakan oleh orang tuanya tad@ayang mengasuhnya
(bapak, ibu, kakek, atau kerab4t).

Menurut Malikiyah, al-Laqith adalah seorang anak kecil yang tidak
diketahui orang tuanya dan kerabatnya.

Menurut Hanabilahal-Lagith adalah seorang anak yang tidak diketahui
nasab-nya atau anak yang tersesat di jalan, disakéahirannya sampai
masa mummayiz.

Dalam Ensiklopedi Hukum Islamaj-Lagith adalah anak kecil yang hilang
atau yang dibuang orang tuanya untuk menghindaggiang jawab atau
untuk menutupi suatu perbuatan zina, sehingga tidiaktahui orang
tuanya.

Menurut Sayyid Sabfq al-Lagth ialah anak kecil yang belum baligh,

yang diketemukan di jalan atau tersesat dijalam tdak diketahui

him 288

17
Ibid
¥ Imam Nawawi,Raudhatu ath-ThalibinBeirut, lubnan: Darul Kitab lImiyah, tt, jlid JI

* sayyid SabbigFigh SunnahBandung: PT. Al-Ma‘arif, 1987, hing2.
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keluarganya.

g. Menurut Ibn Rusyt® al-Lagith adalah anak kecil yang belum baligh,
yang di temukan tanpa diketahuai asal-usul danakganya.

Dari beberapa rumusan di atas, dapat disimpulkhwé®al Lagith adalah
seorang anak yang hidup, yang hidup, yang dibuahgakganya karena mereka
takut akan kemiskinan, atau karena lari dari tuduha

Para fugaha sepakat bahwa anak yang tidak diket&bberadaan
keluarganya adalah termasuk dalam kategbiiagith, sedangkan al-Hanabilah
dan al-Syafiiyah menambahkan batasan umur yaitusdat kelahirannya sampai
masatamyiz

Adapun rukun lagith sebagai berikut:

1) llgoth/ iltigoth, yaitu memungutnya adalah fardhtaiah

2) Lagith, yaitu anak kecil yang dibuang di jalan, jithslan sebagainya,
diketahui tidak ada yang menanggung dikarenakaaraph sebab.

3) Multagith, yaitu orang yang menemukan dan mengaarizk tersebut

Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh grang menemukan
anak agar dia bisa mengasuhnya, yaitu:
a) Cakap hukumtéklif)
b) Merdeka, maka budak tidak diperbolehkan kecualatliggin darituan-nya
c) Islam (seagama) antara anak tersebut dengan pémyasu

d) Adil

2% 1bn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid fi Nihayah al-Mugtashidjlid 1l, (Beirut: Dar
al-Fikr, tth.), hal. 296.
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F. Wali Nikah Bagi Anak Temuan

Susunan orang-orang yang sah menjadi wali nikeddahd

1) Bapak

2) Datuk (kakek), yaitu bapak dari bapak

3) Saudara laki-laki sekandung

4) Saudara laki-laki sebapak

5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung

6) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak

7) Saudara bapak yang laki-laki (paman)

8) Anak laki-laki dari paman

9) Hakim

Akan tetapi, perlu digaris bawahi bahwa kekuasaargpasa atau hakim
sebagai wali bagi orang-orang yang belum cakapnioak hukum, merupakan
kekuasaan umum yang sifatnya tidak begitu kuata pgama mengatakan
perwalian yang bersifat khusus (seperti ayah, parkakek, atau orang yang
diberi wasiat oleh ayahnya jika ia meninggal dufeé)h kuat dari pada perwalian
umum (penguasa dan hakim).

Menurut jumhur ulama, diantaranya Malik, As-TsauAf:Laits, dan
Syafi’i, bahwa yang berhak menjadi wali adalah ‘&sh”( yakni para kerabat
terdekat dari pihak ayaZ’H)sebagaimana yang disebutkan di atas, kecuali hakim
(nomor 1-8). Bahkan menurut Syafi’i, suatu pernéalbaru di anggap sah, bila

dinikahkan oleh wali yang dekat, baru dilihat urutga secara tertib. Selanjutnya

> MuhammadBagir Al-Habsyi,loc. cit, him.64
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bila wali yang jauh pun tidak ada, maka hakimlahgyhertindak sebagai wali.
Perlu juga diketahui, bahwa wali yang dekat, yanghdn atau ditawan, sama
dengan wali yang jauh, walaupun berada dalam sdagu k

Berbeda dengan Abu Hanifah, semua kerabat si watnitebaik dekat
maupun jauh dibenarkan menjadi wali nikah. Selagaa sudah dijelaskan
diatas, bahwa wanita boleh menikahkan dirinya sem@in menikahkan orang
lain, dibenarkan juga menjadi wali zul arham daj@mbagian warisan.

Islam melarang pembunuhan anak dengan alasan apabgik karena
kemiskinan, ancaman kemiskinan, atau gairah yangletbban akan
“kehormatan”. Di zaman pra-Islam (yang dinamakamaa jahiliah), beberapa
orang gadis atau anak perempuan dikuburkan hidiyphiarena kemiskinan atau
untuk melindungi keluarga dari risiko perilaku bkirdan memalukaff Al-
Quran mencela hal itu dengan sangat keras.

CROXE 25RO w0 BXMADHET WD @0 B
J2DL5  #Q JEDEDOARWIOP €Tk B WA OREHYE RO
Artinya:"Dan janganlah kamu membunuh anak-anak karkarena takut
kemiskinan Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada
mereka(QS. al-An’am: 151
Seorang anak mempunyai kehormatan (harga diri)arhakus dipelihara
dan dididik serta diperbaiki keadaanfiyaladi apabila kita menemukan anak
yang terbuang kita wajib memungutnya, karena memurgnak temuan

merupakan pemurnian/ penyelematan dari kehancusmanadhal sukarela yaitu

dengan menjaganya/ merawat/ mengasuh.

22 Ahmad Abdullah Assegafslam dan Keluarga Berencandakarta:Lentera, 1997,
him.36

3 Rifa’i, dkk, Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyat, Semarang: PT. Karya toha putra,
him.240
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Mayoritas ulama sependapat bahwa orang yang mersmniakih utama
untuk memelihara anak tersebut. Akan tetapi, keatudmereka berselisih
pendapat tentang siapa yang berhak menjadi walhrilagi anak temuan tersebut
ketika anak temuan tersebut akan menikah.

Jumhur ulama berpendapat bahwa hakim adalah oramg yperhak
menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wMereka berpegang juga
pada hadits nabi yang diriwayatkan Ibnu Abbas vyaetah disepakati
keshahihannya, dan bunyi hadits tersebut adalah:

U PAPRIPSA PR U PR PR PR

Artinya: “Tidak dipandang sah nikah tanpa wali, dan penguedaah wali bagi
orang yang tidak memiliki wali.

Berdasarkan hadits di atas menurut mereka orang parhak menjadi
wali nikah bagi orang yang tidak memiliki wali (&ntemuan) adalah penguasa
(hakim). Sebagaimana yang telah kita ketahui bdtakim adalah urutan terakhir
dari susunan wali.

Kemudian ketentuan wali dalam hukum pernikahanndiohesia dapat
ditemukan pada Kompilasi Hukum Islam mulai dari #&&0 sampai Pasal 23
KHI, bagian ketiga pasal 19 menyatakan bahwa wiakm dalam perkawinan
merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon me@anpwanita yang
bertindak untuk menikahkannya. Tidak adanya walilamda perkawinan
menyebabkan pernikahannya batal.

Selanjutnya pasal 20 disebutkan bahwa:

(1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seoralagi-laki yang

memenuhi syariat hukum Islam yakni muslim, akil datigh
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(2) Wali nikah terdiri dari
a. Wali nasab
b. Wali hakim
Disebutkan dalam pasal 23 bahwa:

(1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikgabila wali nasab
tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atdakt diketahui
tempat tinggalnya atau aib atau adlal atau enggan

(2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakimulmapat bertindak
sebagai wali nikah setelah ada keputusan pengaagama tentang wali

tersebut.

Wali terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Walasab adalah ayah,
kakek dari pihak ayah, kemudian laki-laki dari piteaudara, dari pihak paman
dan laki-laki dari pihak saudara kakek. Wali Haldapat bertindak sebagai wali
apabila tidak ada wali bagi calon mempelai istaiuakarena adlolnya (tidak mau
menikahkan) wali yang ada.

Bila berkumpul wali-wali yang setaraf maka hendhkjang menikahkan
itu orang yang lebih dalam pengetahuannya tentgagna dan lebih tagwa?
Dalam hal ini boleh saja hak perwalian itu pindah

1. Dari wali akrab kepada wali ab’ad

Hak perwalian itu dapat pindah dari wali akrab ldgpwali ab’ad, apabila

wali akrabnya:

a) Tidak beragama Islam

** Ghozali,Figh MunakahatSemarang: IAIN Walisongo,1988, him.53
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Fasiq

Belum dewasa

Gila

Pikun (fasid pikirannya karena lupa)
Bisu

Budak

. Dari wali nasab kepada wali hakim

Hak perwalian itu pindah dari wali nasab kepada takim, apabila wali

nasabnya:

a)

b)

f)

9)

Tidak ada sama sekali

Adlol (tidak mau menikahkan) atau terjadi persbhsi diantara
perempuan dengan wali

Mafqud (hilang tidak diketahui tempat tinggalnya)

Sedang ihram (haji atau umrah)

Bepergian jauh tanpa meninggalkan wakil

Ditahan atau dipenjara serta tidak dapat ditemui

Tidak memenuhi syarat, sedang ab’ad tidak adatatalk memenuhi

syarat®

5 ibid



